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Abstrak

Penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung telah dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang disebut dengan Collaborative Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan model collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan ibadah haji di Kota Bandung belum berjalan efektif hal ini disebabkan kurangnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ibadah haji. Model tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan ibadah haji selama ini berbentuk triplehelix yang hanya terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Model ini dinilai tidak efektif, sehingga perlu melibatkan stakeholder lain dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu unsur perguruan tinggi dan keterlibatan media massa agar kerjasama multistakeholder berpola pentahelix, dimana terdapat lima stakeholder yang terlibat yakni pemerintah, universitas, swasta/perusahaan, komunitas, dan media massa. Dengan bertambahnya pemangku kepentingan yang didukung dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan penyelenggara ibadah haji, maka akan menghasilkan pelaksanaan ibadah haji yang efektif sesuai dengan tujuan.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kota Bandung.
Abstract
The implementation of the pilgrimage in the city of Bandung has been carried out continuously and involves various stakeholders, namely the government, private sector and the community, which is referred to as collaborative governance. This study aims to analyze the effectiveness and collaborative governance models in organizing the pilgrimage in the city of Bandung. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews and documentation studies. Collaborative governance in the implementation of the pilgrimage in the city of Bandung has not run effectively this is due to a lack of communication, coordination and synergistic cooperation between stakeholders in the implementation of the pilgrimage. The collaborative governance model in organizing the pilgrimage has so far been in the form of a triple helix which only consists of government, private and community elements. This model is considered ineffective, so it is necessary to involve other stakeholders in organizing the pilgrimage, namely elements of higher education and the involvement of the mass media so that multistakeholder cooperation will have a pentahelix pattern, in which there are five stakeholders involved namely government, universities, private/corporate, community, and mass media. With the addition of stakeholders supported by good coordination and cooperation between stakeholders organizing the pilgrimage, it will result in an effective implementation of the pilgrimage in accordance with the objectives.
Keywords: Collaborative Governance, Organizing the Hajj Pilgrimage, Bandung City.
A. PENDAHULUAN
Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat istita’ah, baik secara finansial, fisik maupun mental. Secara terminologi, haji adalah ziarah mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya di kota Mekkah untuk melakukan berbagai macam ritual seperti thawaf, sa'i, berdiri di Arafah dan sebagainya. Ibadah haji wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (istitha’ah), sekali seumur hidup (Fahham, 2015). Haji merupakan ibadah khusus (Abimanyu, 2013). Oleh karena itu, tidak heran jika hampir seluruh umat Islam yang mampu ingin melaksanakannya, termasuk umat Islam di Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, setiap tahun menyelenggarakan ibadah haji. Setiap tahun pelaksanaan ibadah haji yang melibatkan ratusan ribu calon jemaah haji di Tanah Air, menguras sumber daya yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah. Semua aparatur negara yang terkait dan terlibat dalam penyelenggaraan ritual keagamaan tahunan ini sangat memperhatikannya, mulai dari sistem administrasi yang mengharuskan tertib administrasi mulai dari pendaftaran hingga pengembalian jemaah, sistem pelayanan yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan koordinasi lintas kementerian, menyebabkan sistem penyelenggaraan haji ini menjadi kompleks (Safroni, 2016).

Sampai saat ini jumlah umat Islam Indonesia yang bersedia menunaikan ibadah haji terus meningkat, bahkan jumlah peminat haji lebih besar dari jumlah kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Sebagai bentuk pelayanan, penyelenggaraan ibadah haji merupakan praktik pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara kepada jamaah. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Agama yang selama ini menjadi penyelenggara umrah haji harus mampu memposisikan diri sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat yang melayani jamaah haji (Fahham, 2015). Jika penyelenggaraan ibadah haji dipandang sebagai penyelenggaraan pelayanan publik, maka prinsip pelaksanaannya adalah profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, tanggap, adaptif, dan nirlaba.

Saat ini, dasar hukum dan payung penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang tersebut mengatur serangkaian kegiatan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa: Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah untuk memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji agar jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji. menjalankan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Cita-cita ideal tersebut sulit dicapai dalam praktiknya, karena penyelenggaraan haji selalu dirundung berbagai masalah yang hampir sama dari tahun ke tahun. Masalah-masalah tersebut antara lain: kurangnya pemahaman jemaah haji tentang manasik yang terlibat dalam ziarah, ketidaknyamanan transportasi, penginapan dan layanan katering, ketidakmampuan staf untuk melayani jemaah. Semua permasalahan tersebut menyulitkan jamaah untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan fikih haji. Kondisi ini tentunya tidak dapat dibiarkan terus menerus dan perlu dicari jalan keluarnya agar pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana sesuai dengan tujuan idealnya.
Meskipun setiap tahunnya indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelaksanaan ibadah haji semakin meningkat, namun masih terdapat berbagai permasalahan seputar pelaksanaan ibadah haji yang tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaan ibadah haji baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, tetapi juga terjadi ketika mendaftar dan mengisi kuota jemaah. ziarah. Artinya, sejak awal pelaksanaan pelaksanaan ibadah haji sudah terbelit masalah. Semua permasalahan tersebut menyulitkan jamaah haji untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan fikih haji. Kondisi ini tentunya tidak dapat dibiarkan terus menerus dan perlu dicari jalan keluarnya agar pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana sesuai dengan tujuan idealnya. Karena melibatkan jemaah haji dalam jumlah yang besar dan rangkaian kegiatan yang dilakukan baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, maka penyelenggaraan ibadah haji memerlukan tata kelola dan sistem ibadah yang kompleks dan saling terkait.

Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik dan melibatkan urusan publik, sehingga pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan secara transparan kepada publik (masyarakat). Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mengurus pelaksanaan ibadah haji di daerahnya masing-masing, salah satunya di Kota Yogyakarta. Bandung. Jumlah jemaah dari Kota Bandung sangat banyak, sehingga harus melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain aspek pembinaan, transportasi, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan analisis, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian Fahham (2015), permasalahan yang dihadapi Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji antara lain:
1. Pendaftaran, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan/keamanan.
2. Akomodasi, transportasi dan catering (masalah ini terjadi dari tahun ke tahun, namun tidak pernah ada solusi yang komprehensif).
3. Daftar tunggu haji sangat panjang/panjang.
4. Kurangnya koordinasi antar petugas/panitia pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Memperhatikan pelaksanaan ibadah haji sebagai pelayanan kebijakan publik maka pemerintah perlu melaksanakan pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji, prinsip pelayanan publik adalah profesional, efektif, efisien dan akuntabel (Fahham, 2015). Berbagai kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dilakukan sebagai upaya dan respon pemerintah dalam menangani permasalahan masyarakat. Istilah kolaborasi antara pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat disebut sebagai tata kelola kolaboratif.

Secara umum dijelaskan bahwa Collaborative Governance merupakan suatu proses dimana berbagai pemangku kepentingan terkait dilibatkan untuk memajukan kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008; Robertson & Choi, 2010; Emerson et al., 2012; Purwanti, 2016). Menurut Emerson et al. (2012), Collaborative Governance memiliki tiga dimensi yaitu konteks sistem, penggerak, dan dinamika kolaborasi. Oleh karena itu, ketika semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat menjalankan perannya masing-masing dan menciptakan kolaborasi yang baik, maka pelaksanaan ibadah haji di Indonesia khususnya di kota Bandung akan berjalan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. untuk tujuan-tujuannya. Hal ini dapat diartikan bahwa tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang baik akan tercipta melalui proses kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan (stakeholders).

Penelitian tentang tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Collaborative governance merupakan paradigma baru dalam memahami keberadaan multi-stakeholder dalam urusan publik. Penelitian sebelumnya tentang pelaksanaan ibadah haji dari perspektif kebijakan publik selama ini hanya sebatas pelaksanaan ibadah haji (Machfudz, 2010; Umar et al., 2014; Musriati, 2014; Jumena et al., 2018, Syamsir, 2018), evaluasi pelaksanaan ibadah haji (Wati, 2016), pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji (Mangkuto et al., 2016), permasalahan penyelenggaraan ibadah haji (Fahham, 2015), dan kemitraan dalam pelayanan haji haji (Safroni, 2016). Selain itu objek yang akan diteliti juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian tentang penyelenggaraan haji dilihat dari perspektif Collaborative Governance merupakan sesuatu yang baru, orisinal dan berdampak signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dan model collaborative governance penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung.
B. TINJAUAN PUSTAKA
Secara umum dijelaskan bahwa Collaborative Governance merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk mengedepankan kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Febrian, 2016). Menurut Ansell & Gash (2007), Collaborative Governance adalah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik yang terlibat langsung dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik. kebijakan atau mengelola program atau aset publik.

Agranoff & McGuire dalam Chang (2009), menyatakan bahwa secara khusus, tata kelola kolaboratif telah banyak menekankan pada kolaborasi horizontal sukarela dan hubungan horizontal antara peserta multisektoral, karena tuntutan dari klien seringkali melampaui kapasitas dan peran publik tunggal. organisasi, dan memerlukan interaksi antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan tata kelola terstruktur sehingga dapat secara efektif memenuhi permintaan yang meningkat yang muncul dari manajemen lintas batas pemerintah, organisasi, dan sektoral. Sedangkan Zadek (2006), mendefinisikan collaborative governance sebagai public-private partnership, yang pada dasarnya merupakan inisiatif kolaboratif antara aktor negara dan non-negara, komersial dan non-profit yang lahir dari partisipasi pragmatis.

Agrawal & Lemos (2007), mengatakan bahwa Collaborative Governance tidak hanya terbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “multi-partner governance” yang meliputi sektor swasta, masyarakat dan masyarakat sipil serta merupakan dibangun di atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid, seperti kerjasama publik-swasta dan swasta-sosial (Emerson et al., 2012).

Emerson dkk. (2012), menjelaskan bahwa Collaborative governance merupakan suatu proses dan struktur dalam pengelolaan dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai tingkatan, baik pada level pemerintah dan atau lembaga publik, lembaga swasta maupun masyarakat sipil dalam rangka mewujudkan mencapai tujuan umum yang tidak dapat dicapai jika dilakukan oleh satu pihak saja.

Menurut Ansell & Gash (2007), Collaborative Governance muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya serta politisasi regulasi. Hal yang lebih positif adalah orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan kolaborasi muncul dari perkembangan pengetahuan dan kapasitas lembaga atau lembaga.
Menurut Emerson, Nabatchi & Balogh (2012:2), Collaborative Governance memiliki tiga dimensi, yaitu system context, drivers, dan dinamika kolaborasi.  
1. Dimensi pertama digambarkan dengan kotak terluar yang merupakan ruang lingkup/system contexs yang menaungi. Dimensi pertama ini memiliki 7 elemen yaitu:  

a. Resource Condition (sumber daya yang dimiliki),  
b. Policy and Legal Framework (kebijakan dan kerangka hukum),  
c. Level of Conflict/Trust (konflik antar kepentingan dan tingkat kepercayaan), 
d. Sosioekonomi; kesehatan; budaya; dan ragam (potret kondisi),  
e. Prior failure to Address Issues (kegagalan yang ditemui di awal),
f. Political dynamics/power relations (dinamika politik), dan  
g. Network connectedness (jaringan yang terkait). 

2. Dimensi kedua merupakan bagian dari konsep Collaborative Governance yang terdiri dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi. Kondisi sekarang pada awal kolaborasi dapat baik memfasilitasi atau mencegah kerjasama antara para pemangku kepentingan diantara instansi dan pemangku kepentingan, banyak kerangka kerja cenderung mencampur adukkan konteks dan kondisi sistem dengan driver khusus kolaborasi. Sebaliknya, kerangka kerja yang memisahkan kontekstual variabel dari driver penting, tanpa dorongan untuk berkolaborasi tidak akan berhasil terungkap. Dimensi kedua ini memiliki 4 komponen yaitu:  

a. Leadership, mengacu pada sosok pemimpin yang dapat berinisiatif untuk memulai dan membantu mempersiapkan sumberdaya. 

b. Consequential incentives, mengarah pada bagian baik internal (masalah sumberdaya, kepentingan, atau kesempatan), maupun eksternal (krisis, ancaman, kesempatan situasional/institusional). 

c. Interdependence, kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak. 

d. Uncertainty, ketidak pastian menjadi tantangan utama dalam mengelola permasalahan publik. 

3. Dimensi ketiga merupakan dinamika kolaborasi collaboration dynamics yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: Principled Engagement, Shared Motivation, Capacity for Join action.

Dimensi Collaborative Governance yang diperkenalkan oleh Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) ini, penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam memaparkan tentang collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Bandung. Konsep Collaborative Governance dinilai sejalan dengan penyelenggaraan ibadah haji yang substansinya memerlukan keterlibatan beberapa pihak (stakeholder) bukan hanya Kementerian Agama Kota Bandung semata.

C. METODE
Metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap dan menganalisis fenomena Collaborative Governance dalam pelaksanaan ibadah haji di Kota Bandung adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan realitas empiris dibalik fenomena Collaborative Governance dalam penyelenggaraan ibadah haji secara mendalam. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah mencocokkan realitas empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Moleong, 2016; Creswell, 2010; Sugiyono, 2013).

Sumber data yang dibutuhkan adalah sumber data primer dan sekunder (Moleong, 2016). Data primer diperoleh dan diolah oleh penulis melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Data sekunder dikumpulkan melalui buku, artikel jurnal ilmiah, surat kabar cetak dan online, dan lain-lain. Pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, display (penyajian data), dan verifikasi (penarikan kesimpulan) (Miles & Huberman, 1992). Ketiga proses analisis data tersebut memegang peranan penting dalam proses tersebut dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir dari analisis tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektifitas Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung

Penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung pada hakekatnya telah menerapkan prinsip gotong royong. Pelaksanaan ibadah haji di Kota Bandung melibatkan beberapa instansi lain di lingkungan pemerintahan Kota Bandung, seperti Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi, pihak swasta (perbankan), KUA, KBIHU, dan ormas Islam. Kementerian Agama Kota Bandung pada dasarnya telah menetapkan kebijakan yang mengarah pada kerjasama penyelenggaraan ibadah haji yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung telah terlaksana dengan baik namun masih belum sepenuhnya optimal, terkait dengan kebijakan ideal yang meliputi aspek kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara haji baik mengenai pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. jemaah haji yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewajibannya, karena selama ini pemerintah hanya mengurusi urusan administrasi semata. Sehingga masih ada hal-hal yang terabaikan terutama pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji secara langsung.

Permasalahan yang terjadi dalam konteks ini dilihat dari konsep Collaborative Governance adalah ketidakefektifan sistem konteks dilihat dari kondisi peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pandangan driver dari unsur pimpinan yang sangat mempengaruhi perencanaan pelaksanaan ibadah haji, dan dinamika kerjasama. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan ibadah haji tidak maksimal. Oleh karena itu, konsep Collaborative Governance sebagai landasan penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung dinilai mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, masing-masing pemangku kepentingan telah menjalankan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Namun dalam proses kerjasama tersebut, peran Kementerian Agama Kota Bandung sangat dominan karena dianggap sebagai leading sector dalam penyelenggaraan ibadah haji. Fenomena lain terkait hasil penelitian ini adalah minimnya keterlibatan pelaku usaha dan media massa dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kondisi di atas menunjukkan belum terciptanya kerjasama multistakeholder dalam pelaksanaan ibadah haji di Kota Bandung. Tidak adanya kerjasama antar stakeholder yang didominasi oleh instansi pemerintah, karena masing-masing terkesan bekerja sendiri-sendiri, akibatnya pelaksanaan ibadah haji tidak dapat berjalan maksimal.

Tata kelola penyelenggaran ibadah haji setidaknya perlu melibatkan kerjasama sinergis antara tiga pelaku utama yaitu pemerintah, swasta atau pelaku usaha, masyarakat. Setiap aktor memiliki peran dan kepentingannya masing-masing. Intinya, konsep ini akan lebih lengkap jika unsur perguruan tinggi dan media massa dimasukkan sehingga terbentuk kerjasama pentahelix, karena media massa merupakan sarana sosialisasi program yang sangat efektif.

Dilihat dari perspektif Collaborative Governance Regime (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson et al. (2012), tata kelola penyelenggaraan haji meliputi dimensi konteks sistem, penggerak, dan kolaborasi dinamis. Dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, tata kelola kolaboratif yang sedang berlangsung dapat dijelaskan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Collaborative Governance Regime (CGR) Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung
	System Context
	Drivers
	Collaboration Dynamics

	Kondisi sumber daya:

· Pemerintah: Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi, APBD, dan kebijakan

· KBIHU: Pembimbing haji professional/tersertifikasi
· Swasta/korporat: setoran awal dan pelunasan BPIH
	Leadership:

Leading sector-nya adalah Kementerian Agama Kota Bandung  
	Keterlibatan berprinsip:

· Pertemuan rutin antar stakeholder
· Penetapan masalah dan alternatif pemecahannya

	Kebijakan dan kerangka hukum:
· Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

· Pergub

· Perwal
	Insentif konsekuensial:

· Dukungan sumber daya sudah mencukupi, kecuali SDM KBIHU 
	Motivasi bersama:

· Kesepahaman dan saling percaya

· Pemantapan koordinasi dan komunikasi antar stakeholder

	Tingkat konflik/kepercayaan:

· Pemerintah: benturan kepentingan, kesepemahaman

· Masyarakat: kurangnya pendanaan dan kurangnya SDM 
	Saling ketergantungan:

· Komunikasi dan koordinasi antar lembaga

· Kerjasama dengan instansi lain 
	Kapasitas bekerjasama:

· SOP berupa UU Nomor 8 Tahun 2019
· Tiap stakeholder melaksanakan tupoksinya

	Potret kondisi:

· Pemerintah: adanya SOTK dan Tupoksi

· KBIHU: kurangnya pembimbing haji profesional
	Ketidakpastian:

· Perubahan kebijakan Arab Saudi
· Pandemi
	

	Isu kegagalan:

· Banyaknya calon ibadah haji yang meninggal di Arab Saudi
· Kerja sama antarsektor belum menyeluruh
	
	

	Dinamika politik:

· Tidak ada pengaruh dari pergantian Kepala Kemenag
	
	

	Hubungan kemitraan:

· Agenda kerjasama antar stakeholder
	
	


Sumber: Hasil Penelitian (2022)
Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dijelaskan collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung dari prespektif Collaborative Governance Regime (CGR) sebagai berikut:
1. System Context

System context, yang merupakan dimensi pertama dari collaborative governance mencakup tujuh komponen, yaitu resource condition, policy and legal framework, level of conflict/trust, sosio-ekonomi, kesehatan, budaya, dan keragaman, prior failure to address issues, political dynamics/power relations, serta network connectedness. Ketujuh komponen tersebut menjadi dasar dari perlu adanya collaborative governance dalam penyelenggarakan ibadah haji di Kota Bandung.

a. Resource condition
Komponen ini menjelaskan kondisi sumber daya yang dimiliki untuk keperluan collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung. Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting ada bagi setiap kegiatan. Dalam rangka praktik kolaborasi yang rasional, tentu diperlukan ketersediaan sumber daya yang memadai (Banga, 2018). Sumber daya tersebut dapat berasal dari masing-masing stakeholder yang terlibat, baik unsur pemerintah, masyarakat, maupun korporat. 

Merujuk pada pendapat De Seve (dalam Dewi, 2012), salah satu penentu keberhasilan collaborative governance adalah akses sumber daya (access to resources), yaitu ketersediaan sumber daya keuangan, teknis/peralatan, manusia dan sumberdaya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia seringkali menjadi faktor utama keberhasilan sekaligus kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji. 
Sumber daya dalam suatu kolaborasi menurut Astuti dkk. (2020:86) dapat berupa: (1) pendanaan finansial, (2) pembagian waktu dan peran, (3) dukungan teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, (4) saling melakukan pendampingan, (5) kebutuhan keahlian analisis kolaborasi, dan (6) implementor di lapangan, serta (7) kebutuhan ahli. Pada kasus penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung, ada pihak di luar pemerintah yang memberikan kontribusi sumber daya yaitu masyarakat. Masyarakat membayar kepada KBIHU untuk mendapatkan bimbingan manasik haji 
b. Policy and legal framework
Collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung tentu memerlukan sekaligus didorong adanya kebijakan dan kerangka hukum, yang mencakup pula masalah administrasi dan peraturan. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan dari collaborative governance yang pada hakikatnya berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007).
Saat ini dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di dukung juga oleh Pergub dan Perwal. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jema’ah haji. 

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. 
c. Level of conflict/trust
Konflik dalam kolaborasi muncul dari tujuan dan harapan yang berbeda yang dibawa oleh masing-masing mitra ke kolaborasi yang dibentuk, dari pandangan yang berbeda tentang strategi dan taktik, dan dari upaya untuk melindungi atau memperbesar kontrol mitra atas kerja atau hasil kolaborasi (Astuti dkk., 2020:87). Oleh karena itu, kehadiran collaborative governance menjadi sangat penting karena salah satu manfaatnya adalah untuk mengurangi dan mencegah konflik. Di sisi lain, perbedaan kepentingan dalam suatu kolaborasi juga dapat memicu terjadinya konflik sehingga perlu upaya menjaga agar perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan tidak memicu timbulnya konflik.

Konflik kepentingan juga berpotensi muncul dalam kolaborasi penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung. Konflik dapat saja muncul di antara stakeholder yang terkait dengan masala penyelenggaraan ibadah haji, namun konflik ini masih dapat terkendali mengingat masing-masing dinas mempunyai tupoksi yang jelas.
d. Potret kondisi

Kondisi sosial-ekonomi suatu masyarakat disadari atau tidak akan membentuk budaya dari masyarakat tersebut, dan mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji. Masyarakat yang berlatar belakang sosial-ekonomi dan budaya heterogen akan memunculkan keragaman budaya perilaku, demikian halnya yang berlaku pada masyarakat Kota Bandung. Dalam konteks collaborative governance, budaya dapat dinyatakan sebagai seperangkat nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap dari para stakeholder (Djumara, 2020). Salah satu penyebab terhambatnya kolaborasi maupun partisipasi adalah faktor budaya. Kolaborasi bisa gagal karena alasan kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan risiko (Government of Canada dalam Astuti dkk., 2020:92).

Pada kasus collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung, instansi yang terlibat telah mempunyai struktur kerja dan tupoksi tersendiri. Oleh karenya, budaya kerja yang dibangun juga mengikuti struktur kerja dan tupoksi tersebut dan selanjutnya dibawa pada ranah kolaborasi yang dilakukan. Sementara itu, masyarakat Kota Bandung yang beragam perilakunya juga membawa keberagaman tersebut ketika dituntut untuk mengikuti aturan yang berlaku.

e. Prior failure to address issues
Keinginan atau kebutuhan kolaborasi akan timbul apabila telah pernah terjadi kegagalan upaya kolaborasi (Ansell & Gash, 2007). Kegagalan yang terjadi di masa lalu layak menjadi pembelajaran guna menentukan strategi kebijakan kolaborasi (Emerson dkk., 2012). Demikian pula halnya pada kasus collaborative governance penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung. Kegagalan-kegagalan yang terjadi sebelumnya, tingginya angka kematian jamaah, terjadinya pandemic COVID-19, dan belum sinergisnya kerjasama antar stakeholder dalam penyelenggaraan ibadah haji, memunculkan keinginan serta kebutuhan terhadap adanya collaborative governance.

f. Political dynamics/power relations
Dinamika politik, yang antara lain ditandai dengan pergantian pemimpin, dapat mempengaruhi posisi para stakeholder dan menentukan arah yang akan dituju bersama (Emerson dkk., 2012). Kolaborasi dapat menemui kegagalan karena kurangnya inovasi pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif adalah pemimpin yang bisa memperkenalkan berbagai macam nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang dapat mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil positif. Kolaborasi akan terhambat jika pemimpin dimana kolaborasi dilaksanakan tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik (Astuti dkk., 2020:94).

Penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung pada dasarnya tidak berubah meskipun ada pergantian pemimpin, dalam hal ini pergantian Kepala Kemenag. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menempatkan penyelenggaraan ibadah haji sebagai salah satu sasaran prioritas, menjadi bukti bahwa diperlukan collaborative governance untuk keperluan ini.
g. Network connectedness
Jejaring atau kemitraan sangat penting dalam collaborative governance sebagai sarana pertukaran informasi karena kemitraan berada pada tingkatan paling bawah sebelum kerja sama, koordinasi dan berpuncak pada kolaborasi (Junaidi, 2015). Pada aras pemerintahan, governance memang perlu melibatkan kemitraan, termasuk melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik dan swasta (Gibson, 2011). 
Rezim pemerintah di mana pun tentu melakukan kemitraan dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan serta pelayanan publik. Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah terbagi menjadi kolaborasi internal antarinstitusi, kolaborasi antara institusi pemerintah dengan pelaku usaha/korporat, dan kemitraan antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil (Astuti dkk., 2020:43). 
Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung, hubungan kemitraan dalam tiga bentuk tersebut juga menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, collaborative governance sangat diperlukan guna mencapai tujuan penyelenggaraan ibadah haji. Hubungan kemitraan di antara stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji telah terbentuk, diantaranya melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin. 

2. Drivers
a. Leadership
Leadership pada umumnya mengacu kepada sosok pemimpin yang menggunakan segala kapasitasnya untuk dapat berinisiatif memulai dan membantu mempersiapkan sumberdaya dalam mendukung pelaksanaan kolaborasi (Emerson dkk., 2012). Dalam kolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya serta diandalkan sebagai mediator. Kepemimpinan yang kuat, dihormati dan dipercaya oleh semua stakeholder akan sangat dibutuhkan dalam kolaborasi untuk mencapai keberhasilan. Kepemimpinan yang kuat muncul dari antara stakeholder (Astuti dkk., 2020:77). 
Pada kasus collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menempatkan Kementerian Agama sebagai leading sector dalam penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menempatkan Kepala Kemenag sebagai yang terdepan dalam pelaksanaan kolaborasi penyelenggaraan ibadah haji.

b. Consequential incentive

Insentif yang dimaksud di sini merupakan pendorong bagi para stakeholder untuk berkolaborasi, yang dapat berupa sumber daya, kepentingan, dan kesempatan (Emerson dkk., 2012). Melalui adanya insentif, para stakeholder dapat diyakinkan akan mendapatkan manfaat dari kolaborasi secara setara. Proses kolaborasi akan menguat apabila para stakeholder melihat manfaat nyata kolaborasi (Ansell & Gash, 2007). Dengan demikian, collaborative governance akan menguat apabila kebutuhan-kebutuhan untuk melaksanakannya tersedia. 
Bagi instansi yang terlibat dalam collaborative governance penyelenggaraan ibadah haji, insentif berupa sumber daya tentu sangat diperlukan. Pemenuhan sumber daya tersebut berasal dari APBD. Sementara itu, insentif bagi masyarakat adalah memperoleh keuntungan dari adanya masyarakat yang membayar biaya manasik haji.
c. Interdependence
Collaborative governance akan berproses maksimal jika ada saling ketergantungan, yaitu suatu kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak (Emerson dkk., 2012). Di sisi lain, melalui collaborative governance, akan tercipta saling ketergantungan yang dinamis di antara para stakeholder, baik pemerintah, korporat, masyarakat maupun akademisi melalui koordinasi, fasilitasi dan peningkatan proses tata kelola (Sari, 2014). Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi di antara para stakeholder akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa kolaborasi merupakan proses kegiatan kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan (Astuti dkk., 2020:78). 
Saling ketergantungan para stakeholder dalam collaborative governance penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung terwujud secara positif dan dinamis. Saling ketergantungan tersebut diwujudkan dalam bentuk komunikasi dan koordinasi antar stakeholder yang terlibat.

d. Uncertainty
Ketidakpastian dalam collaborative governance berkaitan erat dengan saling ketergantungan antar-stakeholder (Emerson dkk., 2012). Ketidakpastian merupakan tantangan utama dalam mengelola permasalahan publik. Ketidakpastian kolektif tentang bagaimana kelompok-kelompok berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Saling ketergantungan yang dinamis memang memberikan dampak positif terhadap kolaborasi yang berlangsung. Akan tetapi saling ketergantungan juga dapat menimbulkan konflik antar-stakeholder karena perbedaan kepentingan. Pada collaborrative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung, ketidakpastian paling dirasakan oleh Kementerian Agama Kota Bandung sebagai leading sector seperti adanya kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi dan terjadinya pandemic COVID-19 yang menyebabkan semua rencana menjadi berantakan. 
3. Collaboration Dynamics
a. Principled engagement

Keterlibatan berprinsip merupakan keadaan ketika para stakeholder yang berbeda pandangan dan pemahaman dapat menemukan titik temu dan secara bersama mendefinisikan masalah, tujuan, dan kepentingan bersama (Emerson dkk., 2012). Karakteristik tiap-tiap stakeholder merupakan elemen kunci yang memengaruhi proses tersapainya kesepahaman. Sebagai langkah awal, maka perlu ditetapkan pihak mana saja yang akan dilibatkan dalam kolaborasi. Namun demikian, penambahan stakeholder tetap terbuka untuk dilakukan. Keterlibatan berprinsip terbentuk melalui interaksi berulang dari proses penemuan, pendefinisian, musyawarah dan penentuan. 
Demikian pula halnya yang berlangsung dalam collaborative governance penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung. Setidaknya setiap beberapa bulan, diadakan pertemuan berupa rapat koordinasi di antara pimpinan stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pertemuan tersebut tentunya dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung.

b. Shared motivation

Berpijak pada titik temu sebuah isu, timbul motivasi berkerja sama untuk menyelesaikan isu tersebut. Para stakeholder sadar untuk saling menghargai perbedaan kepentingan sehingga muncul rasa saling percaya, saling berkomitmen, dan berkeyakinan bahwa memang diperlukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah sebagai prioritas utama (Emerson dkk., 2012). Dibutuhkan usaha serta interaksi terus-menerus untuk mengetahui satu sama lain dan membuktikan kelayakan untuk dipercaya. Seluruh pihak yang terlibat dalam kolaborasi juga dituntut untuk satu pemahaman dengan saling mengerti dan menghargai perbedaan sehingga interaksi interpersonal individu dan organisasi semakin berkualitas. Di sisi lain, pihak-pihak juga terlibat juga harus mampu menunjukkan kapasitas dan kredibilitasnya untuk menjalankan perannya. Ketiga hal tersebut, yaitu kepercayaan dan pemahaman bersama serta legitimasi, akan mengerucut pada terbentuknya motivasi bersama (Astuti dkk., 2020:84). 
Pertemuan atau rapat koordinasi antar stakeholder penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung dilaksanakan secara rutin, menjadi peluang bagi terbentuknya motivasi bersama yang dilandasi rasa saling percaya, kesepahaman, serta legitimasi atas kapasitas menjalankan peran. Selain itu, pertemuan rutin juga menjadi media untuk memantapkan koordinasi, yang sekali lagi tetap dalam koridor tupoksi masing-masing stakeholder, serta menguatkan saluran komunikasi antarindividu dan antarorganisasi. 
c. Capacity for joint action

Kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas para stakeholder yang berkolaborasi tentu tidak sama, terutama berkenaan dengan masalah sumber daya (Emerson dkk., 2012). Oleh karena itu, kolaborasi yang berlangsung harus dapat mengatasi perbedaan tersebut melalui suatu kombinasi kerja yang tepat sehingga setiap elemen fungsional dapat menghasilkan tindakan yang efektif. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengadakan suatu prosedur yang berisi aturan-aturan umum dan protokol-protokol kegiatan. Pada kolaborasi yang kompleks dan berdurasi panjang, aturan formal seperti halnya landasan hukum kolaborasi, akan lebih dibutuhkan (Astuti dkk., 2020:84). 
Sejalan dengan pendapat tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung pada hakikatnya telah disaranai aturan formal sebagai landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Kerangka kerja collaborative governance pada prinsipnya ditujukan untuk terbentuk dan terimplementasikannya suatu kebijakan. Demikian pula halnya dengan collaborative governance penyelenggaraan ibadah haji. Hasil penelitian dan pembahasan tentang collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung menunjukkan kekurangefektifan kolaborasi yang berlangsung. Hal ini tampak dari beberapa kenyataan sebagai berikut.

a. Para stakeholder cenderung melaksanakan kegiatannya secara individual atau sendiri-sendiri dan tidak terlihat adanya kerjasama dan koordinasi yang sinergis diantara stakeholder penyelenggaraan ibadah haji. 

b. Peran unsur pemerintah dalam kolaborasi sangat dominan, baik dalam perencanaan, penetapan maupun pelaksanaan program/kegiatan. Di pihak lain, pihak BPS BPIH cenderung diposisikan sekadar sebagai penerima program/kegiatan dan tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun perumusannya. 

c. Masih kurangnya SDM professional yang dimiliki oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dimana masih sedikit KBIHU di Kota Bandung yang telah memiliki pembimbing haji yang sudah tersertifikasi. Menurut Lee & Whitford (2013:687), kinerja lembaga sangat dipengaruhi oleh sumber dayanya. Collaborative governance yang telah dijadikan strategi governance memang harus memperhatikan sumber daya dalam rangka penguatan kebijakan publik.

2. Model Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung
Model eksisting dari collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung dengan mengacu pada konsep Collaborative Governance Regime (CGR) yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) sebagai berikut:
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Gambar 1. Model Eksisting Collaborative Governance Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung
Melalui Gambar 1 dapat diterangkan bahwa collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung cenderung mengedepankan model triple helix. Hal ini tampak dari keterlibatan para stakeholder dalam kolaborasi yang dilaksanakan, yang meliputi pemerintah, usaha/korporat, dan masyarakat. Hal itu bersesuaian dengan pendapat Astuti dkk. (2020:135) yang menyebutkan bahwa suatu kolaborasi memerlukan keterlibatan stakeholder sesuai peran masing-masing. Stakeholders dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan, yaitu semua pihak, baik pribadi, kelompok maupun komunitas, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu isu atau permasalahan. Salah satu model collaborative governance yang melibatkan stakeholder adalah triple helix, terdiri dari pemerintah, bisnis, dan civil society.
Collaborrative governance model triple helix yang berlangsung dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung melibatkan instansi pemerintah, terutama Kementerian Agama Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Kantor Imigrasi. Sebagai lembaga pemerintah, Kementerian Agama dan OPD didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana atau prasarana kerja, maupun dana, yang pembiayaannya bersumber dari APBD yang memadai. 
Penyelenggaraan ibadah haji tentunya harus melibatkan masyarakat dalam hal ini Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri. KBIHU melakukan bimbingan dan pendampingan ibadah Haji sesuai dengan standardisasi bimbingan dan pendampingan.
Stakeholder selanjutnya yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah pelaku usaha atau korporat dalam hal ini adalah Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BIPIH yaitu bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPS ini ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan BPKH Nomor 4 Tahun 2018. Dengan jumlah BPS yang sudah ditetapkan tentunya akan semakin mempermudah para pendaftar untuk memilih bank yang terjangkau oleh mereka di wilayahnya untuk melakukan pendaftaran dan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
Collaborative governance penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung diketahui belum melibatkan pihak masyarakat KBIHU dan korporat/BPS BPIH dalam pengambilan keputusan. Proses collaboration dynamic diketahui hanya melibatkan unsur pemerintah saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa rapat kerja penyelenggaraan ibadah haji hanya dilaksanakan oleh unsur pemerintah melalui instansi terkait. Hal ini menunjukkan peran dominan unsur pemerintah dalam kolaborasi penyelenggaraan ibadah haji. Sementara kontribusi masyarakat (KBIHU) dan korporat (BPS BPIH) lebih tertuju pada tahap aksi. 
Besarnya peran pemerintah juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menyebutkan bahwa koordinator penyelenggaraan ibadah haji adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, dan untuk tingkat daerah Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung belum efektif. Peran Kementerian Agama Kota Bandung dalam kolaborasi triple helix perlu diimbangi dengan peningkatan peran pihak-pihak lain, seperti Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan media massa, sehingga terbentuk kolaborasi pentahelix sebagaimana gambar berikut ini:
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Gambar 2. Collaborative Governance Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung Model Pentahelix
Model pentahelix bisa jadi merupakan konsep yang komprehensif untuk diterapkan dalam collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung. Model pentahelix sangat berguna untuk menyelesaikan masalah multipihak dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan pada satu lokasi (Sturesson dkk., 2009). Model ini mendefinisikan stakeholder menjadi lima kelompok, yaitu (1) pemerintah; (2) dunia usaha; (3) universitas; (4) non-government organization (NGO); dan (5) media massa (Mohr & Spekman, 1994). 


Kelima stakeholder dalam model pentahelix tersebut diharapkan dapat saling bekerjasama dan berkoordinasi secara sinergis sehingga mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa perlu adanya pelibatan institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam collaborative governance penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung guna membangun SDM yang profesional yaitu penyelenggaraan sertifikasi pembimbing haji profesional. Selain itu juga perlu adanya pelibatan media massa dalam collaborative governance penyelenggaraan ibadah haji dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji kepada masyarakat atau calon jamaah haji. Unsur media massa, yang mencakup pula media sosial, dapat menjadi sumber daya yang tepat untuk sosialisasi kebijakan haji, sarana press release bagi pemerintah mengenai program terkait penyelenggaraan ibadah haji, serta media alternatif untuk saluran informasi/pelaporan penyelenggaraan ibadah haji. Terlebih lagi dengan adanya femonema bahwa penggunaan media sosial, seperti twitter, instagram, facebook, WhatsApp dan media digital lainnya, demikian meluas di kalangan masyarakat.
Dengan adanya pelibatan PTKI dan media massa tersebut, maka dengan demikian kerjasama multipihak yang semula berbentuk triple helix akan berpola penta helix, dimana ada lima stakeholder yang terlibat yakni pemerintah, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, korporat/perbankan syariah, komunitas masyarakat/KBIHU, dan media massa. Bertolak dari kenyataan tersebut, konsep Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson dkk. (2012), yang menghendaki seluruh stakeholder terlibat dalam dinamika kolaborasi (collaboration dynamic) tidak dapat serta merta terwujud. Barulah pada tahap aksi, kolaborasi akan melibatkan seluruh stakeholder dan itu pun seringkali terjadi masing-masing pihak bekerja sendiri karena perbedaan kepentingan dan tujuan. Besarnya peran pemerintah dalam tata kelola kolaborasi penyelenggaraan ibadah haji juga karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan Kantor Imigrasi memiliki dukungan kewenangan dan sumber daya yang lengkap, mulai dari sumber daya manusia, dana, hingga peralatan. Sementara stakeholder lainnya harus mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama sebagai leading sector penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung.

Pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar stakeholders penyelenggaraan ibadah haji. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, eksplisit dan berorientasi pada pengambilan keputusan berdasarkan konsensus (kolektif) (Fitriana, 2017:176). Oleh karena itu dalam collaborative governance, diperlukan koordinasi (coordination), dan kerjasama (cooperation) yang baik diantara stakeholder agar penyelenggaran ibadah haji dapat berjalan dengan baik. 

E. KESIMPULAN
Collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung belum berjalan secara efektif hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar stakeholder penyelenggaraan ibadah haji. Peran unsur pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kota Bandung sebagai leading sector penyelenggaraan ibadah haji sangat dominan, sementara peran stakeholder lainnya tidak begitu dominan dan cenderung hanya mengikuti arahan dari Kementerian Agama Kota Bandung. Model collaborative governance yang efektif dalam penyelenggaran ibadah haji selama ini berbentuk triple helix dimana hanya terdiri dari unsur pemerintah (Kemenag, Kantor Imigrasi dan Dinas Kesehatan), swasta (BPS BPIH), dan masyarakat (KBIHU). Model ini dianggap kurang efektif, sehingga perlu pelibatan stakeholder lain dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu unsur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKAI) dan pelibatan media massa sehingga kerjasama multipihak akan berpola penta helix, dimana terdapat lima stakeholder yang terlibat yakni pemerintah, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, korporat/perbankan syariah, komunitas masyarakat/KBIHU, dan media massa. Dengan pelibatan PTKI dan media massa dalam penyelenggaran ibadah haji di Kota Bandung di dukung dengan adanya komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang sinergis antar stakeholder maka akan menghasilkan penyelenggaraan ibadah haji yang efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
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